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Ardiansyah Andika, Nim B11109374. Dengan judul penelitian Tinjauan 
Yuridis Tentang Kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja 
Presiden. Dibimbing oleh Marwati Riza dan Anshori Ilyas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan 
Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden dan hubungan  Unit Kerja 
Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut. 
Dengan lembaga lain. 
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Statute uproach (Pendekatan 
Undang-Undang). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan 
bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah sidang pembentukan peraturan perundang-
undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber bahan-bahan 
sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan 
resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal 
hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar terkait penelitian ini. Bahan 
yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif, sehingga dapat memperoleh 
gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan 
ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak serta merta karena 
Indonesia menganut “supreme konstitusi,”  segala sesuatu yang Presiden 
lakukan jika itu tidak dilarang (secara tekstual) oleh konstitusi adalah 
konstitusional. Perlu dipahami bahwa kita menganut “supreme konstitusi” dan 
paham “demokrasi,” atau yang juga disebut  “negara demokrasi 
konsitusional.” Jadi setiap kebijakan baik itu berupa produk peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai/ sejalan 
dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. jadi 
batasan kewenangan presiden untuk membuat kebijakan apapun adalah 
dengan melihat apakah langkah kebijakan yang akan dilakukan sesuai 
dengan demokrasi konstitusional, jika tidak itu tidak sejalan maka itu 
merupakan batasan bahwa presiden tidak bisa melakukan hal tersebut. 
Kemudian, hubungan kelembagaan antara UKP4 deongan Kementerian 
Negara, Sekretariat Kabinet maupu antara Satuan Tugas Pemberantasan 
Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan 
Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di 
dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hokum 
 




Ardiansyah Andika P, Nim B11109374. With the title of the Juridical 
Review Research About Presidential Authority in shaping the 
Presidential work Unit. Guided by Marwati Riza and Anshori Ilyas 
This research aims to know the limits of presidential authority in 
shaping the Presidential work Unit and the Unit of work relations President 
how legal consequences of the process of the juridical process. With other 
institutions 
This research was carried out at the Faculty of Law Library Unhas. 
This research uses the Statute uproach research methods (Approximation of 
laws). Legal materials collection techniques using primary law consists of 
rules and regulations, official records or Council regulation concerning the 
establishment of the treatise, and the Court ruling. While the source of 
secondary materials such as publications on the law which is not an official 
record. These publications include textbooks, legal dictionaries, legal 
journals, legal papers, and comments related to this research. The materials 
were obtained quantitatively analyzed, so that it can gain a clear picture about 
the substance of the matter will be discussed in the writing of it. 
The results showed that, not necessarily because Indonesia embraced 
“supreme Constitution”, everything the President is doing if it's not prohibited 
(textual basis) by the Constitution is unconstitutional. It must be understood 
that we are wedded to “supreme Constitution and understand of demokrasi, 
or also called state Constitution democracy. so any good policy it form the 
product of legislation or other political policies should fit/in line with the values 
of society or in line with the wishes of its people. so limit the authority of the 
President to make any policy is to look at whether the policy actions will be 
done in accordance with constitutional democracy, if not it's not aligned then it 
is a limitation that the President can't do it. Later, the institutional relations 
between the Ministry of State, deongan UKP4 Secretariat maupu Cabinet 
between the legal Mafia Eradication task force and law enforcement agencies 
such as the COMMISSION, police, and prosecutors, particularly for the 
occurrence of potentially overlapping authority in the conduct of government 
practices and legal enforcement 
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A. Latar Belakang 
Demokrasi merupakan wujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi  (kedaulatan rakyat), 
negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. 
Tujuannya adalah melindungi hak milik, hidup, dan kebebasan, baik 
terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya-bahaya dari luar. 
Kemudian Kant berpendapat bahwa, tujuan Negara itu adalah untuk 
menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga 
negaranya. Jadi pada dasarnya Negara dibentuk untuk memberikan 
jaminan kepada rakyatnya. 
Pada hakekatnya, untuk menjamin pemerintahan yang demokratis 
dan tidak adanya kekuasaan pemerintahan yang sewenang-wenang, 
maka kekuasaan Negara dibagi dalam tiga cabang kekuasaan. Yang 
mana, menurut Montesquieu diistilahkan sebagai trias politica. Cabang 
kekuasaan yang digambarkan oleh  Montesquieu adalah adanya cabang 
kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan 
yudisial. 
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Sistem Ketatanegaraan Indonesia, juga menganut cabang-cabang 
kekuasaan tersebut. Namun bukanlah secara murni seperti yang 
digambarkan oleh Monstesquieu. Di Negara modern saat ini, untuk 
melaksanakan sesuai pemikiran Monstesquieu tidak dapat dilakukan, 
karena tidak mungkin satu cabang kekuasaan saling tidak berhubungan 
satu dengan lainnya. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 juga 
menganut prinsip checks and balances untuk menyempurnakan cabang 
kekuasaan yang digambarkan oleh Monstesquieu. 
Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak 
lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945, Undang-Undang maupun 
peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencapai tujuan 
negara. Misalnya saja pada UUD 1945, lembaga-lembaga Negara dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, pertama, lembaga-lembaga 
utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga 
Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, 
tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga 
pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang 
ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur 
nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan 
secara umum dan menyerahan pengaturan lebih lanjut kepada undang-
undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk 
3 
melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.1 Kemudian dapat juga kita lihat 
contoh lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, misalnya 
saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dari Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Saat ini, lembaga Kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan 
Pemerintahan dalam kaitannya dengan pembentukan lembaga/ badan-
badan Negara/ tim kerja, juga ikut andil di dalamnya, dapat kita lihat, atas 
dasar Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 
NRI 1945), Presiden membentuk beberapa Unit Kerja Presiden, misalnya 
saja dengan pembentukan Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak 
Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,2 
kemudian Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses 
Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad 
Rianto,3 kemudian adanya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum,4 
                                                           
1 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah 
Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 97 
2 Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 
Tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara. 
3 Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 
Tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra 
M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto. 
4 Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 37 
Tahun 2009 
4 
ada juga pembentukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP4),5 dan lain sebagainya. 
Untuk mengukur batasan kewenangan Presiden dalam membentuk 
sebuah Unit Kerja Presiden, dalam penelitian ini, Penulis mengambil 
salah satu contoh unit kerja yang pernah dibentuk Presiden yaitu Satuan 
Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum). Kewenangan 
yang diberikan kepada Satgas Mafia Hukum sangatlah besar, yang sudah 
melebihi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Tugas dan wewenang Satgas 
tersebut adalah melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan 
agar pemberantasan mafia hukum dapat dilakukan secara efektif. Dalam 
menjalankan tugas tersebut, Satgas PMH diberi kewenangan bekerja 
sama dengan berbagai lembaga negara serta melakukan penelaahan, 
penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperoleh 
segala informasi yang dibutuhkan dari semua instansi, baik di Pusat 
maupun Daerah, BUMN, BUMD dan pihak lain.6 Ada beberapa pro-kontra 
atas pembentukan Satgas tersebut, misalnya saja pendapat yang 
menyatakan Satgas bahwa Pembentukan tersebut diluar kewenangan 
                                                           
5 Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2009. 
6 Point ketiga dan keempat Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum. 
5 
Presiden.7 Berbeda dengan Mahfud MD, yang berpendapat sah secara 
hukum, dan peran Satgas Mafia Hukum sangat membantu bagi 
pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Banyak kasus terungkap dan 
didorong penyelesaiannya melalui jalur resmi oleh Satgas.8 
Pasal 4 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa, Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 
Dasar, menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pasal tersebut 
mempunyai makna bahwa presiden RI adalah satu-satunya orang yang 
memimpin seluruh pemerintahan. Dengan pasal tersebut, saat ini seolah-
olah Presiden menafsirkannya dengan sangat luas. Hal tersebut 
menjadikan kekuasaan Presiden adalah Kekuasaan tak terbatas, padahal 
semangat amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk membatasi cabang 
kekuasaan Negara agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. 
Pada penerapan Pasal 4 UUD NRI 1945 mengandung beberapa 
kelemahan dan kekurangan antara lain, pasal tersebut mengakibatkan 
potensi terlampau besarnya kekuasaan Presiden, bahkan tidak 
memadainya mekanisme checks and balances. Kajian mengenai 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, masih 
memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu penulis penulis 
                                                           
7 Lih http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/pemerintahan-satgas-yang-serba-tidak-
jelas/ 
8  Diakses di http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaran-satgas-
pemberantasan-mafia-hukum/, pada tanggal 29 April 2013 pada pukul 19.00.  
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merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah 
karya tulis ilmiah (skripsi) sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan 
pendidikan strata I pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan 
judul: “Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Presiden dalam Membentuk 
Unit Kerja Presiden.” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk 
Unit Kerja Presiden? 
2. Bagaimanakah Hubungan Kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga 
Negara? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Untuk Mengetahui Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk 
Unit Kerja Presiden. 
2. Untuk Mengetahui Hubungan Kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga 
Negara. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ 
sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat dalam Kewenangan 
Kekuasaan Presiden. Khususnya Pembentukan Unit Kerja Presiden 
2. Manfaat teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang 
Hukum Tata Negara, terkait mengenai Kewenangan Presiden, 














A. Demokrasi dan Negara Hukum 
Demokrasi merupakan salah satu isu yang paling menjadi orientasi 
dan kerangka perubahan di era reformasi. Penataan kehidupan 
berbangsa dan bernegara diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan 
yang demokratis itu. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani 
“demos” yang berarti “rakyat” dan kata “kratos” atau “cratein” yang berarti 
“pemerintahan,” sehingga kata “demokrasi berarti suatu “pemerintahan 
oleh rakyat.”9 Selanjutnya kata “pemerintahan oleh rakyat” memiliki 
konotasi (1) suatu pemerintahan yang “dipilih oleh rakyat” dan (2) suatu 
pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan 
(3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (government by the 
poor) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik.” namun yang 
penting dalam demokrasi bukan hanya siapa yang memilih pemimpin, 
melainkan juga cara dia memimpin. 
Menurut Munir Fuady10, berdasarkan kepada nilai-nilai yang harus 
dimiliki oleh demokrasi, maka sebuah demokrasil minimal haruslah 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
                                                           
9 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm 1. 
10  Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm hal 17-18. 
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1. Kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat. 
2. Adanya ruang tempat dimana rakyat dapat berpartisipasi secara 
aktif, disamping berpartisipasi dari parlemen yang juga 
merupakan wakil-wakil dari rakyat. 
3. Adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi 
manusia. 
4. Adanya sistem trias politika. 
5. Adanya sistem cheks and balances antara eksekutif, legislative, 
dan yudikatif. 
6. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi 
manusia. 
7. Adanya pemahaman yang sama (common understanding) 
diantara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah. 
8. Adanya suatu pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. 
9. Adanya hak untuk memilih yang merata, dan hak untuk dipilih 
juga yang merata menentukan wakil-wakilnya dan untuk 
mengisi berbagai jabatan publik. 
10. Adanya sumber-sumber informasi alternative kepada rakyat 
disamping sumber informasi resmi dari pemerintah yang 
berkuasa. 
10 
11. Adanya sistem yang menjamin bahwa pelaksanaan kekuasaan 
Negara dapat mewujudkan semaksimal mungkin hasil suara 
dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam suatu pemilihan 
umum. 
12. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dan 
golongan dalam masyarakat. 
13. Adanya perlindungan terhadapa golongan minoritas dan 
golongan rentan. 
14. Pengambilan putusan dengan sistem one man one vote. 
15. Adanya sistem oposisi yang kuat. 
16. Adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam 
masyarakat. 
17. Sistem rekruitmen terhadap kekuasaan-kekuasaan dan jabatan 
Negara yang dilakukan secara terbuka dan fair. 
18. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya suatu 
rotasi sistem kekuasaan yang teratur, damai, dan alami. 
19. Adanya akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat luas 
terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah. 
20. Adanya sistem yang akomodatif terhadap suara/ pendapat/ 
kepentingan yang ada dalam masyarakat. 
21. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip 
good governance. 
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22. Perujudan prinsip supremasi hukum dan rule of law. 
23. Terujudnya sistem kemasyarakatan yang berbasis masyarakat 
madani (civil society). 
Pada umumnya masyarakat di Negara-negara sangat gandrung 
terhadap demokrasi sehingga demokrasi merupakan satu-satunya pilihan. 
Penyebabnya adalah karena beberapa faktor sebagai berikut:11 
1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedur 
pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan 
daripadanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi 
rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang 
besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa 
segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai 
dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, 
kemakmuran, dan keadilan. 
2. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. 
Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara 
demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, 
meskipun sebagian kecil (minoritas) mungkin telah dikalahkan 
dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat 
membawa kesejukan hati bagi rakyat yang telah merasa 
                                                           
11 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm hal 5-6. 
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dihargai dan telah menyatakan pendapatnya misalnya melalui 
suatu pemilihan umum. Karena itu, keputusannya tersebut 
sangat besar kemungkinannya untuk dipatuhi oleh rakyat. 
3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai oleh 
suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu 
banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia 
dan masyarakat, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini” 
….Demokrasi dipertahankan karena ia menghasilkan 
kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu 
masyarakat yang bebas, keputusan-keputusan yang 
memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual, dan 
sebagainya. … bahwa demokrasi akan memajukan mereka… 
(david miller, et al., 1983:254) 
4. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari 
paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah 
untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk 
sebanyak-banyaknya manusia (the most happiness for the 
greatest people), maka pengambilan putusan secara 
demokratis adalah yang paling mungkin mencapai kebahagiaan 
tersebut, karena proses pengambilan putusan secara 
demokratis melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah 
13 
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas 
kebahagiaan (happiness) tersebut. 
Suatu sistem pemerintahan yang demokratis sebenarnya 
merupakan suatu fase dari suatu tata kehidupan masyarakat yang 
demokratis. Suatu tata kehidupan masyarakat yang demokratis itu sendiri 
minimal haruslah menampakkan ciri-cirinya sebagai berikut: 12 
1. Penghormatan terhadap pluralism dalam masyarakat, dengan 
menghilangkan sikap sectarian dan sikap mau menang sendiri. 
Di Indonesia, prinsip ini tersimpul dalam slogan Bhineka 
Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). 
2. Semangat musyawarah dalam mencapai suatu putusan tertentu 
3. Cara yang diambil haruslah selaras dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Dalam hal ini, demokrasi tidak hanya berkepentingan 
dengan aspek proseduralnya saja (seperti bagaimana prosedur 
pemilihan umum, pengambilan putusan diparlemen, dan 
sebagainya) melainkan demokrasi berkepentingan juga dengan 
tujuan atau hasil yang dicapai. Misalnya, sudahkah dengan 
suatu pemilihan umum tersebut menghasilkan para wakil rakyat 
atau para pemimpin yang bagus-bagus. 
                                                           
12 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm hal 13-14. 
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4. Norma kejujuran dalam mufakat. Dengan prinsip kejujuran dan 
ketulusan dalam bermusyawarah, kita dapat diharapkan untuk 
saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan dapat 
mengambil putusan yang menguntungkan semua pihak (atau 
yang disebut dengan istilah win-win solution). 
5. Norma kebebasan, persamaan hak, dan kesamaan perlakuan 
diantara anggota masyarakat. 
6. Toleransi terhadap prinsip “coba dan salah” (trial and error) 
dalam mempraktekkan demokrasi. 
Guna menjaga pemerintahan yang demokratis, maka diperlukan 
konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government). 
Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah 
dengan mengimplementasikan prinsip Negara hukum (the rule of law) 
dalam kehidupan bernegara.  
Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Istilah Negara Hukum 
merupakan terjemahan langsung dari istilah (Rechtsstaat). Ada dua tradisi 
besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam 
tradisi Eropa Kontinental yang disebut Rechtsstaat dan Negara Hukum 
dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan Rule of Law. Ciri utama 
dari Negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus 
15 
dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk 
hukum) terikat padanya. 
Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus 
dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, 
bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan 
dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah „the 
rule of law, not of man‟. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya 
adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya 
bertindak sebagai „wayang‟ dari skenario sistem yang mengaturnya.13 
Dengan kata lain teori Negara berdasarkan hukum secara esensi 
bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap 
penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum 
(subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), 
semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law).14 
Pandangannya Friedrich Julius Stahl tentang Rechtsstaat 
merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant.  Menurutnya, ada 
empat elemen yang harus dimiliki dan menjadi ciri dari Negara hukum, 
yaitu adalah pengakuan hak-hak asasi manusia (grondrechten); 
pemisahan kekuasaan (scheiding van machten); pemerintahan berdasar 
                                                           
13 Makalah Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia. 
14 Romi Librayanto, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makassar: 
Pukap, 2008), Hal 10. 
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atas undang-undang (wetmatigheid van het bestuur); dan peradilan tata 
usaha Negara/ peradilan administrasi (administratieve rechtspraak). 
Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam Rule of Law, 
yang berasal dari Dicey, mengemukakan adanya tiga elemen prinsip 
Negara hukum, yaitu: 
1. Absolute supremacy of law, sebagai lawan dari pengaruh 
kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan 
penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau pun diskresi 
yang luas oleh pemerintah; 
2. Equality before the law, yaitu kesamaan bagi semua orang 
(kelas) dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau 
pengadilan; dan 
3. Due process of law, yaitu segala tindakan Negara harus 
berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang 
tidak memiliki dasar hukumnya. 
Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya 
tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu 
meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: 15 
                                                           
15 Makalah Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia. 
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1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi 
Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat 
manusia (human dignity). 
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk 
bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam 
masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian 
hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika 
kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat „predictable‟. 
Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas 
kepastian hukum itu adalah: 
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;  
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat 
peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya 
melakukan tindakan pemerintahan; 
c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat 
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan 
diumumkan secara layak; 
d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, 
rasional, adil dan manusiawi; 
e.  Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena 
alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas; 
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f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin 
perlindungannya dalam undang-undang atau UUD. 
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before 
the Law) 
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh 
mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau 
memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di 
dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan 
bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan 
(b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang 
sama bagi semua warga Negara. 
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan 
atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. 
Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa 
prinsip, yaitu: 
a.  Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik 
tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil yang diselenggarakan secara berkala; 
b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; 
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c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; 
d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian 
rasional oleh semua pihak; 
e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan 
pendapat; 
f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; 
g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. 
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang 
bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Asas-asas umum peerintahan yang layak; 
b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam 
aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; 
c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, 
memiliki tujuan yangn jelas dan berhasil guna (doelmatig). 
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Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara 
efektif dan efisien. 
Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan 
konsep „rechtsstaat‟ dan „the rule of law‟, juga berkaitan dengan konsep 
„nomocracy‟ yang berasal dari perkataan „nomos‟ dan „cratos‟. Perkataan 
nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan „demos‟ dan „cratos‟ atau 
„kratien‟ dalam demokrasi. „Nomos‟ berarti norma, sedangkan „cratos‟ 
adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, 
istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau 
prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggeris yang 
dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip 
“rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the 
Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai 
pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.16 
Konsistensi penerapan prinsip Negara hukum dalam suatu Negara 
melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua Negara hukum 
modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan dan 
kebijakan Negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan undang-
undang yang berlaku. 
                                                           
16 Makalah Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia. 
 
21 
Konsep Demokrasi dan Negara Hukum, saat ini telah bekembang 
saling berkonvergensi. Keduanya memunculkan konsep Negara hukum 
yang demokratis dan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, atau 
secara sederhana disebut sebagai Negara demokrasi konstitusional. 17 
 
B. Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances  
Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep pemisahan kekuasaan 
konvensional (trias politica) Montesquieu memberikan pengaruh yang 
besar bagi perkembangan konsep pemisahan kekuasaan negara.18 
Sebelum itu, Aristoteles dalam bukunya “Politics” menyatakan bahwa 
kekuasaan suatu Negara dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kekuasaan 
untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-prinsip yang harus 
ditaat warga Negara, yang disebut kekuasaan legislatif. Kedua, 
kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan, yang disebut 
kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan untuk menyatakan apakah 
anggota masyarakat bertingkah laku sesuai dengan peraturan legislatif; 
dan apakah dalam melaksanakan peraturan legislative, kekuasaan 
                                                           
17 Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, (Jakarta:Konpress,2012)hlm 11 
18 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies sebagai 
Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hal 38 
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eksekutif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada, yang disebut 
kekuasaan yudikatif.19 
Selanjutnya dalam tulisan Jhon Locke, Second Treaties of Civil 
Government yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan 
aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang 
menerapkannya. Ia membagi kekuasaan Negara menjadi tiga bidang 
yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Federatif. Oleh Montesqiue pemikiran 
Jhon Locke itu diteruskannya dengan mengembangkan konsep trias 
politica yang membagi kekusaan Negara dalam tiga cabang kekuasaan, 
yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.20 Dalam teorinya, kekuasaan politik 
dibagi dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan 
eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan 
yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang 
suatu Negara (Fungsi Legislasi). Hans Kelsen juga mengungkapkan 
bahwa kekuasaan Legislatif (legis latio dari hukum Romawi) adalah 
kekuasaan membentuk hukum (leges).21  Kekuasaan eksekutif adalah 
kekuasaan yang berhubungan dengan penerapan hukum tersebut . 
Sedangkan kekuasaan yudisial adalah kekuasaan kehakiman. 
                                                           
19Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah 
Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 110 
20 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,(Jakarta: Rajawali Pers,2011) hlm 
285 
21 Hans Kelsen, Teri Umum Tentang Negara dan Hukum, penerjemah: Raisul Muttaqien, Cet 
VI (Bandung: Nusa Media, 2011), Hal 360-361. 
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Kemudian menurut Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan Negara 
tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. 
Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling 
mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Jika tidak 
demikian, kebebasan akan terancam.22 
Namun pada kenyataannya, teori yang di idealkan Monstesquieu 
tersebut tidak dapat diterapkan pada Negara-negara dewasa ini. 
Kenyataannya ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak mungkin tidak 
saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling 
berhubungan satu sama lainnya. Dari sinilah dikembangkan sebuah teori, 
yang kemudian dikenal dengan prinsip checks and balances. 
Check and balances mengacu pada variasi atau aturan prosedur 
yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan 
lainnya.23 Judicial review adalah bukti pelanggaran batas atas prinsip 
pemisahan kekuasaan. 
Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan sehingga 
penyelenggaraan kekuasaan Negara dapat dijalankan oleh masing-
masing cabang kekuasaan , serta agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh 
lembaga Negara yang memegang cabang kekuasan                                                                                  
                                                           
22Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Eksistensi independent agencies sebagai 
cabang kekuasaan baru dalam  sistem ketatanegaraan, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hal 32 
23 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm 63 
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tertentu. Saat ini, kedudukan MPR tidak lagi menjadi pusat dari segala 
cabang pemerintahan dan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara 
yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat.  Kedudukan MPR 
menjadi sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. 
Untuk menjalankan kehidupan kenegaran berdasarkan teori check 
and balances, semua lembaga Negara pada masig-msing cabang 
kekuasaan harus berpegang pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. 
Masing-masing Lembaga Negara dan mekanisme kenegaraan yang diatur 
dalam undang-undang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat 
sebagaimana tercermin dari pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 
Walaupun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, kemungkinan 
terjadinya sengketa antar lembaga Negara, baik dalam satu cabang 
kekuasaan maupun antar cabang kekuasan, mungkin saja terjadi. Untuk 
itu telah ditentukan mekanisme peradilan sengketa kewenangan Lembaga 
Negara yang menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi. Sebagai 
institusi yang memutus perkara, MK tidak dapat menjadi pihak yang 
berperkara dalam sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Putusan MK 
pada perkara tersebut didasarkan pada ketentuan konstitusional dalam 
UUD 945 sebagai dasar pelaksanaan pemisahan kekuasaan dan check 
and balances di Indonesia 
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C. Lembaga Kepresidenan  
Berangkat dari teori Montesquieu, yang berpendapat ada tiga 
cabang kekuasaan dalam suatu Negara. Pemikiran pentingnya 
pembatasan kekuasaan ini dikarenakan kekuasaan yang tidak dibatasi 
akan selalu cenderung untuk disalah gunakan. Ketiga cabang tersebut 
adalah cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan 
yudisial. Di Indonesia, kedudukan Legislatif dipegang oleh Lembaga DPR 
dan DPD, kekuasaan Yudisial dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh 
lembaga Kepresidenan. 
Lembaga Presiden ini dipimpin oleh seorang Presiden, yang mana 
seorang Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum setiap Periodenya. 
Presiden menurut tata bahasa, kata “Presiden” adalah derivative dari to 
preside (verbum) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Kalau 
dicermati dari bahasa Latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere 
yang berarti menduduki.24  
Di Indonesia Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala 
Pemerintahan. Clinton Rossiter mencatat sedikitnya ada empat peran 
utama seorang Presiden di Amerika Serikat, sebuah Negara yang 
pertama kali memperkenalkan jabatan seorang presiden kepada dunia. 
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dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 13. 
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Amerika Serikat yang dalam perkembangannya diadopsi oleh Negara-
negara yang memiliki jabatan presiden di Negara.25 Pertama Presiden 
sebagai kepala Negara, kedua presiden sebagai kepala eksekutif/ 
pemerintahan, ketiga presiden sebagai legislator utama, keempat 
presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. 
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 
1945.26 Kekuasaan Pemerintahan tersebut menunjuk pada salah satu 
cabang kekuasaan dari konsep trias politica yang merupakan lembaga 
Negara. Lembaga Kepresidenan ini mempunyai kedudukan yang sama 
dengan cabang kekuasaan lainnya sehingga dapat melakukan 
pengawasan terhadap lembaga Negara lainnya dalam koridor UUD 1945 
sebagai wujud pelaksanaan prinsip check and balances. 
Hasil Amandemen UUD 1945 menyebutkan  bahwa Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dalam 
sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan 
Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR.  Namun apabila 
Presiden terbukti melanggar ketentuan yang diisyaratkan oleh UUD NRI 
1945, maka MPR dapat melakukan impeachmant (pemberhentian) 
kepada Presiden. 
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dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 14. 
26 Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 
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Menurut Bagir Manan, penyelenggaraan kekuasaan Presiden, 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang 
bersifat umum dan kekuasaan penyelengaraan pemerintahan yang 
bersifat khusus. Penyelengaraan pemerintahan yang bersifat umum 
adalah kekuasaan menyelengarakan administrasi Negara, sedangkan 
kekuasaan penyelengaraan pemerintahan yang bersifat khusu adalah 
penyelengaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional 
berada ditangan presiden yang memiliki sifat prerogative (dibidang 
pemerintaha), yaitu; Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan 
bersenjata, dalam hubungan dengan luar negeri, dan hak member gelar 
dan tanda jasa. Meskipun kekuasaan tersebut bersifat “prerogative”, tetapi 
karena berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan maka menjadi 
bagian dari objek administrasi.27 
Selain itu ada juga beberapa kekuasaan presiden lainnya seperti 
halnya kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan, kekuasaan 
di bidang yudisial, kekuasaan dalam hubungan dengan luar negeri, 
kekuasaan yang menyatakan keadaan bahaya, kekuasaan sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata, kekuasaan memberi 
gelar dan tanda kehormatan lainnya, kekuasaan membentuk dewan 
pertimbangan presiden, kekuasaan mengangkat dan memberhentikan 
                                                           
27 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 99 
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menteri-menteri, dan kekuasaan mengangkat, menetapkan atau 
meresmikan pejabat-pejabat Negara lainnya.  
Kekuasaan  presiden  di bidang peraturan perundang-undangan 
yaitu kekuasaan mengajukan RUU , dan membahasnya bersama DPR. 
Berdasarkan pasal 5 ayat UUD 1945 sebelum perubahan presiden 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 
DPR. Namun setelah perubahan kekuasaan membentuk undang-undang 
dipegang oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 
1945 . secara tegas pasal tersebut mengatakan , “Dewan Perwakilan 
Rakyat membentuk Undang-undang”. Meskipun begitu Presiden tetap 
mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada 
DPR. Tetapi khusus mengenai rancangan undang-undang tentang 
anmggaran pendapatan dan belanja Negara, hanya presiden yang 
mempunyai kekuasaan untuk mengajukan rancangannya. DPR dan DPD 
tidak mempunyai kewenangan mengajukan rancangan mengenai hal 
tersebut.28 Selain itu kekuasaan presiden di bidang peraturan perundang-
undangan juga meliputi kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah 
sebagai Pengganti undang-undang (perpu), ini berdasar pada ketentuan 
pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Kemudian kekuasaan menetapkan 
Peraturan Pemerintah, ini berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD 1945.   
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dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 100 
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Adapun di bidang yudisial  menurut ketentuan pasal 14 UUD 1945 
sebelum perubahan, presiden mempunyai kewenangan untuk member 
grasi , amnesty, abolisi , dan rehabilitasi. Namun, setelah perubahan  
UUD 1945, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan , yaitu; 
dalam hal memberikan grasi dan amnesty, Presiden memerhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam member amnesty, dan 
abolisi, presiden memerhatikan pertimbangan DPR.29 
Menurut Bagir Manan,kekuasaan dalam hubungan luar negeri 
adalah masuk dalam kekuasaan asli eksekutif (original power of 
executive). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk 
melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Hanya 
eksekutif yang mempunyai kekuasaan mengadakan atau tidak 
mengadakan perjanjian atau hubungan dengan Negara lain. Hanya 
eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perdamaian 
atau menyatakan perang  dengan Negara lain. 
Kekuasaan presiden berikutnya adalah kekuasaan menyatakan 
keadaan bahaya, ini berdasarkan pasal 12 UUD 1945 yang tidak 
memngalami perubahan, presiden mempunyai kewenagan untuk 
menyatakan keaadaan bahaya. pasal tersebut berbunyi : Presiden 
menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
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dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 104 
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bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan merujuk pasal ini, 
maka dalam menyatakan Negara dalam keadaan bahaya, presiden tidak 
perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat dan 
akibat keadaan bahaya harus diatur dalam undang-undang, yang berarti 
memerlukan persetujuan DPR. Tindakan presiden dalam hal menyatakan 
keadaan bahaya semata-mata , merupakan tindakan eksekutif. 
Selanjutnya kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi Angkatan Bersenjata ini berdasarkan pasal 10 UUD 1945 yang 
berbunyi : “ Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, 
angkatan laut, dan angkatan udara. 
Kemudian Kekuasaan Presiden dalam member gelar,, tanda jasa, 
dan lain-lain tanda kehormatan diatur dalam pasal15 UUD 1945. 
Kemudian kekuasaan berikutnya yaitu membentuk Dewan Pertimbangan 
Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur  ketatanegaraan 
Indonesia termasuk baru. Lembaga ini diadakan sebagai pengganti dari 
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung pada perubahan keempat 
UUD 1945 pada siding umum MPR tahun 2002. 
Kekuasaan presiden selanjutnya adalah mengangkat dan 
memberhentikanb menteri-menteri. Kekuasaan ini berdasarkan pada 
pasal 17 ayat (2) UUD 1945.dan kekuasaan presiden yang terakhir adalah 
kekuasaan mengangkat, menetapkan atau meresmikan pejabat-pejabat 
Negara lainnya. 
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D. Unit Kerja Presiden Bidang Pengwasan dan Pengendalian 
Pembangunan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum 
Pengelolaan kekuasaan negara berdasarkan Trias Politika, 
Monstesquieu pada negara modern saat ini sudah tidak mampu 
menopang/ mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
saat ini, hal tersebut disebabkan oleh perubahan konfigurasi politik dari 
otoritatianisme menuju demokrasi.30 Kemudian menurut A. Ahsin Tohari 
berpendapat bahwa, di negara yang telah mapan pun tidak kebal dari 
gagasan untuk melakukan koreksi pembagian kekuasaan negara yang 
sebelumnya dianggap telah mencapai titik ideal. Sebagai contoh di Inggris 
pada saat adanya konfigurasi sosial politik Revolusi Industri pada abad 
ke-18 dan 19 tidak dapat dengan mengandalkan lembaga negara yang 
ada, melainkan dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus 
yang dilakukan oleh parlemen. Pembentukan badan-badan yang bersifat 
khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan 
mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan 
ketatanegaraan31 
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Di Indonesia, pembentukan badan-badan/ komisi-komisi baru juga 
dilakukan. Misalnya saja dengan adanya pembentukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Ataupun kita juga dapat melihat pembentukan 
Unit Kerja Presiden. Unit Kerja Presiden merupakan satuan kerja yang 
dibentuk oleh Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada 
Presiden. Adanya suatu unit kerja presiden ini didasarkan oleh beberapa 
alasan, misalnya saja tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang 
telah ada, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada, 
ataupun ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada 
menyelesaikan suatu permasalahan. Unit kerja Presiden juga merupakan 
satuan tugas yang bersifat ad hoc, artinya ketika tugas utama satuan ini 
telah terselesaikan maka satuan tugas inipun dapat dibubarkan. Presiden 
dalam membentuk suatu satuan tugas menggunakan dasar hukum Pasal 
4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 
Dasar. Unit Kerja Presiden dibentuk oleh Presiden dengan menggunakan 
Keputusan Presiden. 
Satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden yang mempunyai tugas 
dan fungsi sesuai pembentukannya tidak sepenuhnya disebut Unit Kerja 
Presiden. Satuan tugas tersebut tidak memiliki padanan kata yang sama 
untuk menyebutkan nama satuan tugas tersebut. Ada yang dibentuk 
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dengan nama satuan tugas, unit kerja Presiden, Tim, dan lain sebagainya. 
Salah satu unit kerja yang dibentuk Presiden adalah Unit Kerja Presideon 
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan turunannya 
(gugusannya) yaitu, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum,32.  
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP-PPP) berkedudukan di bawah, dan bertanggung 
jawab langsung kepada, Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, UKP-
PPP bekerjasama dengan Wakil Presiden dan berkoordinasi dengan—
serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari—kementerian, 
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda), serta 
pihak lain yang terkait 
Organ UKP-PPP hanya terdiri dari kepala, enam deputi, serta 
beberapa tenaga profesional (asisten ahli, asisten, asisten muda, dan 
tenaga terampil). Kepala UKP4 dan Deputi (atas usul Kepala UKP-PPP) 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam menjalankan tugas dan 
fungsi penanganan masalah tertentu, Kepala UKP4 dapat membentuk tim 
khusus dan gugus tugas. Kesemua tenaga profesional, tim khusus, dan 
gugus tugas—selain pegawai di lingkup Sekretariat UKP4—diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala UKP-PPP. 
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Tugas UKP-PPP, menurut pasal 3 Perpres 54/2009, adalah 
“membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan 
nasional dengan penyelesaian penuh.” Prioritas pelaksanaan tugas UKP-
PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang : 
a. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional; 
b. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan perbaikan pelayanan umum; 
c. perbaikan iklim usaha dan investasi; 
d. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) strategis; 
e. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden. 
dengan Penjabarannya adalah:33 
Pengawasan, yakni mengawal konsistensi-sinkronisasi 
program/proyek yang termasuk Prioritas Nasional—penjabaran dari 
Visi-Misi Pemerintahan SBY-Boediono 2010-2014 atau “Visi-Misi 
Indonesia 2014”—dengan memantau dan memfasilitasi  koordinasi  
lintassektoral dan lintaswilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP-
PPP bekerja sama dengan kementerian Perencanaan Pembangunan 
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Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Kementerian Dalam Negeri. 
a. Pengawasan, yakni mengawal konsistensi-sinkronisasi 
progam/proyek yang masuk Prioritas Nasional dengan 
memantau dan memfasilitasi koordinasi lintassektoral dan 
lintaswilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP-PPP 
bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Kementerian Dalam Negeri: 
1. Reformasi birokrasi dan tata-kelola 
2. Pendidikan 
3. Kesehatan 
4. Penanggulangan kemiskinan 
5. Ketahanan pangan 
6. Infrastruktur 
7. Iklim investasi dan iklim usaha 
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 
9. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, 
serta 
10.  Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 
 
36 
b. Debottlenecking, yakni melakukan analisis, koordinasi, dan 
fasilitasi untuk mengurai masalah dalam implementasi. 
c. Kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan 
berpotensi menghambat atau berpeluang mempercepat 
proses tata-kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan 
kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyikapinya. 
d. Pengoperasian ruang kendali-operasi (situation room) 
Presiden di Bina Graha untuk mendukung pengambilan 
keputusan strategis 
e. Penugasan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden untuk 
menyelesaikan dan/atau memberikan saran atas langkah-
langkah yang harus diambil dalam waktu cepat. 
Dalam menatakelola organisasinya, UKP4 berpegang pada tujuh prinsip:34 
a. Total dalam bekerja sama tim. Tugas dilaksanakan oleh seluruh 
anggota tim deongan struktur yang amat cair. Penugasan lebih 
diutamakan pada kompetensi fungsional ketimbang jenjang 
structural 
b. Lentur dalam menjalin kersa sama berdasarkan kompetensi 
dengan instansi lain secara efektif-efisien berdasarkan kompetensi 
yang ada dan dibutuhkan. 
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c. membentuk dan memimpin tim ahli ad-hoc dan ad-interim. Guna 
mencari solusi bagi masalah-masalah strategis, tim ahli yang 
dibentuk harus dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada dan 
relevan, baik dari kementerian/lembaga (K/L), lembaga swasta 
nasional dan internasional, serta lembaga Negara asing 
d. Memanfaatkan (pra)sarana komunikasi termodern dalam menjaring 
informasi dari pelbagai penjuru dunia untuk memberi masukan 
bernuansa internasional kepada Presiden dan Wakil Presiden. 
e. Mobilitas monitoring ke seluruh Indonesia sesuai penugasan yang 
disepakati. Monitoring diselenggarakan secara berkesinambungan 
dan sesuai kebutuhan. 
f. Ramping namun efisien dan maximum multitasking workgroup. 
untuk menjaga aliran kerja agar tetap mengedepankan integritas 
tinggi dengan hambatan minimum. 
g. Optimal dalam pengelolaan waktu karena UKP4 bekerja, dan 
bersiaga penuh, melayani kebutuhan strategis manajemen 
pemerintahan tingkat tertinggi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-
PPP menyelenggarakan fungsi : 
a. membantu Presiden dalam menjabarkan kebijakan 
pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah; 
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b. menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan 
program Pemerintah; 
c. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan 
langkah untuk memperlancar pelaksanaan program; 
d. membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi 
dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, 
pelancaran dan percepatan program pembangunan; 
e. membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam 
pelaksanaan program Pemerintah serta cara mengatasinya; 
f. menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan 
pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan 
program Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya; 
g. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden. 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UKP-PPP mempunyai wewenang : 
a. mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, 
keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan pengawasan 
dan pengendalian pembangunan; 
b.  melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan 
lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan 
dan pengendalian pembangunan; 
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c. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam 
pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain 
yang terkait 
sebelumnya telah di jelaskan bahwa UKP4 mempunyai satuan 
tugas, jadi di dalam UKP4 juga dimungkinkan untuk membentuk 
gugus/satuan tugas (task force) untuk mendukung tugas dan fungsinya. 
Hal tersebut didasarkan pada undang-undang pembentukannya, yakni 
Perpres 54/2009, tepatnya pasal 8 ayat 3: “...dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya, Kepala UKP4 dapat membentuk tim khusus dan  gugus 
tugas (task force) untuk penanganan masalah tertentu.” Adapun rincian 
tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Kepala UKP4 dengan 
memperhatikan tugas dan fungsi UKP4 yang diatur dalam Perpres 
54/2009 dan peraturan perundang-undangan. 
Satgas anti mafia hukum berfungsi mengawasi dan menindak 
dugaan adanya praktik mafia hukum baik individu maupun kelembagaan. 
Satgas ini akan bekerja selama dua tahun untuk menghilangkan 
sumbatan dalam proses penegakan hukum. Wilayah kerja Satgas meliputi 
seluruh aparat penegak hukum yang berpotensi melakukan mafia hukum. 
Pembentukan satgas ini muncul pascapemutaran rekaman Anggodo 
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Widjojo di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kriminalisasi pimpinan 
KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra.M.Hamzah. 
Berdasarkan Keppres No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum, yang mana tugas dan kewenangannya :  
1. Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud dalam Keppres ini berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Melalui unit kerja 
Presiden Bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan 
(UKP4). 
2. Satgas bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan 
pemantauan agar upaya pemberantasan mafis hukum berjalan 
efektif. 
3. Dalam melaksanakan tugasnya, satgas berwenang : 
a. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, Polri, 
Kompolnas, Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan 
Analisi Transaksi Keuangan. Organisasi professional 
Advokat, PPAT, Lembaga Negara lainnya dalam upaya 
pemberantasan mafia hukum. 
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b. Melakukan penelaah dan penelitian serta hal-hal lain yang 
dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang 
diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun 
instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta pihak-pihak 
lain yang dianggap perlu. 
4. Masa tugas satgas adalah selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 
apabila diperlukan. 
5. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas satgas 
dibebankan kepada APBN mata anggaran Sekretaris Negara yang 
dikelola dan dipertanggungjawabkan secara khusus oleh Satgas. 
Hufron berpendapat bahwa, untuk menguji eksistensi, peran, dan 
efektifitas kinerja dari suatu lembaga hukum, semisal Satgas Mafia 
Hukum, sekurang-kurangnya terdapat dua tolok-ukur yang relevan untuk 
dipergunakan yaitu dari aspek keabsahan hukum (rechtmatigheid) dan 
aspek kemanfaatan (doelmatigheid).35  Terkait Satgas Mafia Hukum, ia 
menjelaskan bahwa lebih mendekati atau termasuk dalam kualifikasi 
sebagai keputusan (beschikking). Karena rumusan normanya bersifat 
individual, konkret dan final (individual, concrete, and final norms). Artinya, 
dalam Kepres disebutkan secara konkret masing-masing individu yang 
menjadi anggota Satgas Mafia Hukum, dan mempunyai kekuatan 
                                                           
35 Diakses di http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaran-satgas-
pemberantasan-mafia-hukum/, pada tanggal 29 April 2013 pukul 19.23. 
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mengikat sejak tanggal ditetapkan (final). Dengan demikian, dari aspek 
bentuk dan penamaan, Kepres tersebut memiliki karakteristik dari sebuah 
keputusan (beschikking). sedangkan untuk menguji efektifitas eksistensi 
dari Satgas Mafia Hukum adalah dari aspek kemanfaatan (doelmatigheid). 
Aspek ini perlu dikemukakan, karena menurut pendapat Logemann : 
“suatu kaidah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan 
keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya”. Artinya, dari aspek 
historis, kelahiran Satgas Mafia Hukum adalah merupakan suatu 
keharusan antara kondisi maraknya mafia hukum yang sangat kronis dan 
menggurita di seantero nusantara. Sehingga mengakibatkan penegakan 
hukum dalam semua lini dan level tidak dapat berjalan efektif, terutama 
pemberantasan korupsi dan mafia peradilan. Maka, dengan demikian, 
dipandang penting dan perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan 
Mafia Hukum oleh Presiden SBY. 
Kemudian ia kembali menegaskan bahwa: 
Dalam pandangan teori tujuan hukum, Jeremy Bentham 
mengintroduksi teori utilitas yang berbunyi : “tujuan hukum adalah 
memberikan kebahagiaan /kemanfaatan yang sebesar-besarnya buat 
masyarakat sebanyaknya (the greatest happiness is the greatest 
number of people)”. Hukum (lembaga hukum) dianggap memiliki 
eksistensi, jika mempunyai kefaedahan secara sosial (sociale 
doelmatigheid). Apakah keberadaan Satgas Mafia Hukum ini memiliki 
manfaat atau faedah secara sosial buat kepentingan masyarakat, 
bangsa dan negara ? 
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Jika diamati dan diikuti secara seksama dari publikasi/pemberitaan 
media massa dan pendapat berbagai kalangan, diketahui peran 
strategis Satgas Mafia Hukum adalah : (1) sangat membantu bagi 
pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Banyak kasus terungkap 
dan didorong penyelesaiannya melalui jalur resmi oleh Satgas . 
Contahnya, kasus Ayin, Urip Tri Gunawan dan Gayus ; (2) membantu 
kepolisian, kejaksaan dan KPK memberikan informasi atas temuan 
mafia hukum ; (3) dapat menjadi trigger bagi kepolisian, kejaksaan, 
KPK dalam proses investigasi, dan (4) dapat membantu memecah 
kebuntuan (ice-breaker) dalam penegakan hukum. Bahkan kini Satgas 
juga turut menangani maraknya mafia pertambangan di Kalimantan 
Timur yang sangat merusak kawasan hutan dan lingkungan hidup.  
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, pembentukan beberapa 
badan-badan/ satuan tugas tersebut untuk menyelesaikan permasalahan 
sesuai pembentukannya. Namun ada beberapa pendapat juga yang tidak 
sependapat dengan pembentukan badan-badan/ satuan tugas tersebut. 
Misalnya saja Yusril Iza Mahendra yang berpendapat bahwa, Tugas 
utama Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara menurut 
Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Lembaga-lembaga 
pemerintahan semua telah ada berdasarkan Undang-Undang Dasar dan 
Undang-Undang. Presiden harus mengefektifkan lembaga-lembaga yang 
ada ini, bukan membentuk satgas-satgas yang tak pernah jelas batas 
kewenangannya.36 Kemudian Jimly Asshidiqie juga berpendapat 
mengenai pembentukan komisi-komisi/badan-badan sudah sangat 
banyak, pembentukan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan 
kewenangan-kewenangan lembaga yang telah ada, sehingga adanya 
                                                           
36 http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/pemerintahan-satgas-yang-serba-tidak-jelas/ 




















A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan karya tulis ini, maka penelitian dilakukan di perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan karena dalam 
penulisan skripsi ini penulis membutuhkan data-data yang berkaitan 
dengan dasar hukum penormaan di dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen) dan di perpustakaan 
tersebut tersedia Naskah Konprehensif mengenai ketentuan kewenangan 
presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.  
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, maka 
diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber penelitian hukum ini 
dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber hukum primer dan sumber 
hukum sekunder. 
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah siding pembentukan perundang-
undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber bahan-bahan 
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sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan 
resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar terkait penelitian 
ini. 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk 
memperoleh bahan dan informasi yaitu Statute Uproach (Pendekatan 
Undang-Undang) dengan literatur yang berhubungan dengan masalah 
yang dibahas seperti: 
1. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan 
ini, catatan-catatan resmi atau risalah siding pembentukan 
peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan 
2. Buku, majalah, media internet, kamus hukum, jurnal karya 
ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan. 
 
D. Analisis Bahan Hukum 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Statute 
Uproach (pendekatan Undang-Undang) yaitu itu menganalisa bahan 
hukum yang diperoleh dari metode penelitian ini dengan cara 
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menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari penelitian berdasarkan 
metode kualitatif, shingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang 



















A. Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja 
Presiden 
Masalah mendasar yang menentukan bangunan suatu Negara 
adalah  konsep kedaulatan yang dianut.37 Dalam tataran negara 
Indonesia, Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat38 dan konsep 
Negara hukum.39 Kemudian konsep ini dikenal dengan istilah demokrasi 
konstitusional (consitusional democracy). Dalam demokrasi konstitusional, 
sebuah negara memegang teguh prinsip kedaulatan tertinggi yang berada 
di tangan rakyat, yang mana kekuasaan itu diberikan kepada 
penyelenggara Negara untuk mengatur jalannya Negara, mengantisipasi 
konflik yang ada di dalam kehidupan berbangsa dalam rangka 
mewujudkan cita Negara. Dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut, 
dalam kaitannya untuk menjaga penyalahgunaan kekuasaan yang 
dipegang oleh pemegang kekuasaan, maka kekuasaan tersebut harus 
dijalankan berdasarkan hukum. 
Di Indonesia, UUD 1945 adalah sebuah konstitusi Negara yang 
menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan negara dalam mewujudkan 
                                                           
37 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah 
Perubahan UUd 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 3. 
38 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
39 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
49 
cita negara. Konstitusi menjadi supreme karena diasumsikan sebagai 
wujud “kesepakatan seluruh rakyat”, bukan hanya “kesepakatan 
mayoritas rakyat”.40 Dari UUD 1945 inilah maka kekuasaan, kewenangan 
ataupun proses penyelenggaraan ini kemudian diatur sedemikian rupa 
guna terwujudnya cita negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945. 
Dalam UUD 1945, konsep trias politica juga dianut dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Teori Trias politica (politik tiga serangkai) yang 
didalilkan oleh Montesquieu dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan Negara, 
yaitu kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Yudisial. 
Kekuasaan legislatif di pegang oleh 3 (tiga) Lembaga Negara yaitu Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemudian Kekuasaan eksekutif 
dipegang oleh Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan 
dalam sistem presidensil. Sedangkan kekuasaan yudisial yang dipegang 
oleh Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Dalam menjalankan kekuasaan Negara, Lembaga Negara tersebut 
mempunyai fungsinya masing-masing. Kekuasaan legislatif mempunyai 
fungsi Legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan), Fungsi 
                                                           
40 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah 
Perubahan UUd 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 23. 
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Budgeting (fungsi anggaran) dan Fungsi Kotrol (fungsi pengawasan).41 
Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD 194542 dan kepala Negara. Sedangkan 
Kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi menyelenggarakan peradilan 
yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.43 
Dalam penulisan ini, penulis akan mencoba mengkaji mengenai 
kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
menurut UUD 1945 khususnya yang berhubungan dengan kewenangan 
Presiden untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Seperti yang kita ketahui 
bahwa Presiden pernah mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai 
Pembentukan Unit-Unit Kerja Presiden. Misalnya saja UKP3R yang 
kemudian dikenal dengan naman UKP4, Satuan Tugas Pemberantasan 
Mafia Hukum, dan lain sebagainya.  
Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Presiden tidak 
mempunyai wewenang untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Misalnya 
saja pakar hukum tata negara, Yusril Isa Mahendra44 yang berpendapat 
bahwa, Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk unit 
                                                           
41 Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
42 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
43 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
44 Lih http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/pemerintahan-satgas-yang-serba-tidak-
jelas/ 
44  Diakses di http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/01/pembubaran-satgas-
pemberantasan-mafia-hukum/, pada tanggal 29 April 2013 pada pukul 19.00. 
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kerja presiden, dikarenakan undang-undang dasar tidak pernah 
memberikan kewenangan itu kepada presiden. Untuk mengetahui apakah 
Presiden dalam sistem presidensil berwenang untuk membentuk sebuah 
Unit Kerja Presiden, maka penulis mengkaji melalui 2 (dua) sudut 
pandang. Yang pertama mengkaji posisi salah satu Unit Kerja Presiden 
(dalam hal ini penulis menggunakan UKP4) dalam struktur pada lembaga 
Kepresidenan, yang kedua mengkaji kekuasaan Presiden yang diberikan 









Jika kita memperhatikan struktur kelembagaan presiden di atas, 
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struktural berada di bawah presiden. Lembaga tersebut adalah 
kementerian, menteri sekretaris Negara, sekretariat kabinet, kepolisian, 
TNI, dan lembaga Negara independent45. Dasar struktur kederajatan 
UKP4 ini adalah Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 
dinyatakan bahwa, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
kewenangannya, Kepala UKP-PPP dalam kedudukan setingkat Menteri 
Negara, menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan 
dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP.  
Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut 
UUD 1945. Penulis mencoba mengkaji yang dimaksud pemegang 
kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Ketika berbicara mengenai 
kekuasaan pemerintahan, menjadi sebuah keniscayaan bahwa 
“pemerintahan” itu sangatlah luas cakupannya, mulai dari kebijakan politik 
pemerintahan hingga sistem administrasi pemerintahan. 
Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut teori trias politica, 
terlepas apakah sesuai dengan pemikiran Montesquieu ataukah 
pemikiran Negara kontemporer yang berasumsi bahwa tidak mungkin 
sebuah Negara tidak berhubungan satu lembaga dengan lembaga 
                                                           
45 Lembaga Negara independent disini adalah lembaga Negara yang secara structural berada 
di bawah presiden, namun secara fungsional sifatnya independent. Contoh Komisi pemberantasan 
tindak Pidana Korupsi 
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Negara lainnya,46 nafas dari adanya pemisahan kekuasaan tersebut 
adalah untuk meniadakan atau menghindari terjadinya kesewenang-
wenangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan, 
karena pada hakekatnya kekuasaan itu berasal dari rakyat kemudian 
diberikan kepada pemegang kekuasaan Negara untuk menjalankan 
Negara dengan tujuan cita hukum Negara yang sesuai dengan nilai-nilai 
masyarakat/kehendak rakyat. 
Jika kita kaitkan nafas pemisahan kekuasaan dan presiden sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dalam 
pembentukan UKP4, maka akan timbul pertanyaan konstitusionalitas 
pembentukan UKP4 tersebut. Dasar pembentukan UKP4 adalah pasal 4 
ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Kekuasan pemerintahan 
yang telah dijelaskan bahwa mempunyai makna yang begitu luas 
tersebut, namun kita perlu memahami batasan dari kekuasaan 
pemerintahan adalah dengan frasa “menurut UUD”. Sehingga untuk 
mengkaji apa presiden bertindak konstitusional atau inkonstitusional dalah 
hal membentuk UKP4 adalah dengan mengkaji kewenangan presiden/ 
kekuasaan presiden menurut UUD 1945. 
                                                           
46 karena pemisahan kekuasaan (trias politica) yang digambarkan oleh Montesquieu 
dianggap tidak tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraa, maka dicampurlah dengan primsip checks 
and balances yang kemudian menurut Jimly disebut pembagian kekuasaan (sharing of power). 
54 
Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 antara lain: 
1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 
(1)]; 
UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi strategis dan 
sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 
menganut system pemerintahan presidensil. Itu terlihat dengan 
dimilikinya dua fungsi penting oleh Presiden, yaitu fungsi 
sebagai kepala Negara dan fungsi sebagai kepala 
pemerintahan.47 Dari fungsi itulah, pengaturan di dalam 
konstitusi yang dibentuk oleh lembaga yang bewenang untuk 
itu, mempunyai kekuasaan yang sangat luas, mencakupi 
eksekutif itu sendiri, legislatif, dan fungsi yudisial. 
Kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang ditulis pada point 
(1) di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro, mempunyai makna 
bahwa Presiden RI adalah satu-satunya lembaga yang 
memimpin seluruh pemerintahan.48 Sedangkan frasa “menurut 
UUD,” merupakan batasan kewenangan yang sangat luas dari 
kekuasaan pemerintahan. 
                                                           
47 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 77 
48 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 77 
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Menurut Bagir Manan, sebagai kekuasaan eksekutif, 
penyeloenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan presiden 
dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan yang 
bersifat umum dan pemerintahan yang bersifat khusus.49 
Selanjutnya dalam pandangannya bahwa, kekuasaan yang 
bersifat umum tersebut adalah kekuasaan menyeloenggarakan 
administrasi Negara, yang mana lingkup wewenangnya 
mencakup: 
a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan 
ketertiban umum 
b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha 
pemerintahan mulai dari menyelenggarakan tata usaha 
pemerintahan mulai dari surat-menyurat sampai kepada 
dokumentasi, dan lain-lain. 
c. Tugas dan wewenang administrasi Negara di bidang 
pelayanan umum 
d. Tugas dan wewenang administrasi Negara di bidang 
penyelenggaraan kesejahteraan umum 
                                                           
49 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 98-99 
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Sedangkan yang bersifat khusus adalah kekuasaan presiden 
yang sifatnya prerogatif. Misalnya, memberikan grasi, abolisi, 
dan lain sebagainya. 
2. berhak mengajukan RUU/ RUU APBN, ikut dalam  
pembahasan, memberikan persetujuan atas RUU bersama 
DPR, dan pengesahan RUU menjadi UU. [Pasal 5 (1)*] Jo 
[Pasal 20 (2)*] Jo [Pasal 20 (4)*] Jo [Pasal 23 (2)***] 
Berdasarkan pasal 5 UUD 1945 sebelum perubahan, presiden 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun 
setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang 
dipegang oleh DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 
(1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa DPR memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang. Namun demikian 
Presiden tetap mempunyai hak untuk mengajukan RUU kepada 
DPR. Di sisi lain, mengangkat RUU tentang APBN, hanya 
presiden yang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan 
rancangannya. Dalam proses legislasi presiden juga 
mempunyai hak untuk membahas dan menyetujui RUU 
bersama  DPR. 
3. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; 
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Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah didasarkan pada 
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan  “Presiden 
menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya”. 
Presiden menetapkan peraturan pemerintah hanya untuk 
melaksanakan undang-undang. Jadi peraturan pemerintah 
harus didasarkan pada undang-oundang tertentu. Peraturan 
pemerintah ditetapkan berdasarkan perintah tegas undang-
undang (delegasi) atau semata-semata berdasarkan 
pertimbangan Presiden dalam melaksanakan suatu undang-
undang 
4. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU 
(Pasal 10); 
Kekuasaan ini adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden RI 
sebagai kepala negara. Dasar hukum kekuasaan ini adalah 
Pasal 10 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden memegang 
kekuasaan tertinggi atas  Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara”. Selain pasal 10 UUD 1945 juga diatur pada 
UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 
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5. dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 
(1)****]; 
Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 
yang menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan 
DPRmenyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan Negara lain. Serta pasal 27  (2) huruf j Undang-undang 
Nomor 29 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, 
DPR, dan DPD. Yang menyatakan bahwa “DPR mempunyai 
tugas dan kewenangan memberikan persetujuan dengan 
Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian 
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas 
mendasar bagi rakyat yang terkait dengan beban keuangan 
Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan 
undang-undang”.  
6. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan 
DPR [Pasal 11 (2)***]; 
Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 
yang menyatakan bahwa “Presiden dalam membuat perjanjian 
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Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 
mendasar bagi kehidupan  rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat”. 
7. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); 
Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 12 UUD 1945 yang 
berbunyi “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat 
dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-
undang”.  memerlukan persetujuan DPR. Menyatakan sebuah 
Negara dalam keadaan bahwa merupakan hal tidak dinginkan 
oleh setiap orang 
8. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat 
duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 
(2)*]; 
kekuasaan presiden yang memerlukan pertimbangan DPR, 
merupakan hasil perubahan amandemen UUD 1945 yang 
sebelumnya sama sekali tidak  ada. Pada umumnya, jabatan ini 
adjakdikan sarana “pengotakan” yang mana presiden hanya 
60 
memiliki orang yang dia sukai.50  Dalam pandangan ini, upaya 
menimbulkan adanya perimbangan DPR, maka anara lembaga 
eksekutif dan lembaga legislatif mempunya check and balance. 
9. menerima penempatan duta negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; 
Kekuasaan ini kurang lebih sama dengan pengangkatan Duta 
dan Konsul, yang mana dalam menerima penempatan duta 
Negara lain Presiden melakukannya dengan memperhatikan 
pentimbangan DPR. 
10. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; 
Grasi dan rehabilitasi, merupakan kewenangan presiden yang 
bersifat khusus. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, 
peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan 
pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. 
Sedangkan rehabilitasi merupakan pengembalian nama baik 
kepada seseorang yang diputus melakukan pelanggaran. 
Pertimbangan DPR dibutuhkan agar terciptanya check and 
                                                           
50 Baca pendapat panitia Ad-Hoc III Badan Pekerja MPR, Abdul Ghoffar, Perbandingan 
Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: 
Kencana, 2009), Hal 110 
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balances. Walaupun pada kenyataannya presiden dapat saja 
menolak ataupun menerima pertimbangan MA. 
11. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; 
T. Gayus Lumbuun berpandangan, bahwa amnesty adalah 
bentuk pengampunan yang diberikan oleh presiden sebagai 
pengampunan dengan penghapusan hak penuntutan dari 
penuntut umum sehingga terhadap seseorang atau sekelompok 
orang tersangka tindak pidana tidak perlu dilakukan penuntutan 
umum. Sementara abolisi adalah bentuk pengampunan yang 
diberikan oleh presden dengan menghentikan penuntutan 
apabila suatu perkara pidana sudah mulai atau dalam proses 
penuntutan.51 
Jika kita kaji kewenangan ini, kewenangan amnesti dan abolisi 
merupakan kewenangan Yudisial. Jika kewenangan ini 
diberikan kepada presiden melalui pertimbangan DPR, maka 
dapat saja pemberian amnesti dan abolosi lebih bersifat politis 
dalam arti ada unsure-unsur politis yang “bermain” di dalamnya. 
                                                           
51 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 105-106 
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12. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 
diatur dengan UU (Pasal 15)*; 
tanda jasa merupakan pemberian presiden kepada orang-orang 
yang dianggap berjasa luar biasa kepada bangsa dan Negara. 
Kewenangan ini merupakan kewenangan prerogatif presiden. 
13. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 
16)****; 
pasal 16 yang berbunyi “Presiden membentuk suatu dewan 
perimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan 
pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
undang-undang”. Dari ketentuan pasal tersebut, maka Dewan 
Pertimbangan Presiden bukan sebagai lembaga Negara yang 
sederajat dengan presiden,seperti yang diamanatkan pasal 16 
UUD 1945 sebelum perubahan dimana DPA berkedudukan 
sejajar dengan presiden melainkan hanya sebagai loembaga 
pemerintah dibawah presiden . Undang-oundang yang 
diamanatkan oleh pasal 16 tersebut pun telah dibentuk yaitu UU 
No.19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.  
63 
14. pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 
(2)*];  
“menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 
Sebelum amandemen pengangkatan menteri-omenteri 
dilakukan oleh presiden sejak ia mendapat mandate dari MPR 
dalam siding Umum MPR sampai dengan masa jabatannya 
selesai. Pemberhentian menteri-omenteri oleh presiden dapat 
dilakukan ditengah-tengah masa jabatannya tersebut. Seluruh 
tindakan dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta 
nasihat, pendaat usulan dan pertanggungjawaban dari lembaga 
Negara lainnya karena merupakan hak prerogative presiden. 
Namun setelah perubahan hal tersebut tidak bisa dilakukan 
dengan serta merta, karena semua itu diatur dalam undang-
undang. Artinya dalam pembentukan, pengubahan, dan 
pembubaran kementerian Negara, presiden memerlukan 
persetujuan DPR. Namun dalam pengangkatan dan 
pemberhentian menteri-menteri, presiden bebas melakukan 
kapan saja tanpa harus meminta persetujuan atau 
pertimbangan dari lembaga Negara lainnya. 
15. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU [Pasal 22 (1)];  
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Presiden dalam membentuk peraturan pengganti undang-
undang, hanya dapat dilakukan dalam hal ihwal kepentingan 
yang memaksa. Menurut Bagir Manan, kewenangan presiden 
untuk membentuk perpu adalah wewenang yang luar biasa di 
bidang perundang-undangan.52 Batasan presiden dalam yang 
dimaksud UUD 1945 dalam hal ihwal sama sekali tidak ada. 
Jadi kewenangan ini bisa saja membuat presiden memakai 
pertimbangan subjektif presiden. 
16. pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B 
(3)***];  
komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan yudisial 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal 
pengangkatan dan pemberhentian anggota KY, presiden harus 
melakukan atas persetujuan presiden. Hal ini dilakukan agar 
dapat tercipta check and balance dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. 
17. memilih tiga hakim MK [Pasal 24C (3)***]. 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan 
kehakiman di dunia yang menjalankan sistem peradilan 
                                                           
52 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 101 
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modern. Mahkama Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang 
hakim yang dipilih dari 3 (tiga) lembaga kekuasaan Republik 
Indonesia, yaitu, Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR. 
Presiden dalam memilih tiga hakim MK merupakan hak 
prerogatif presiden. 
               Setelah mengkaji kekuasaan Presiden menurut UUD 1945, 
menurut penulis tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan Presiden 
mempunyai wewenang untuk membentuk UKP4 tersebut. Namun untuk 
memahami hukum/ cara berhukum tidak dilakukan dengan mengutak-atik 
teks undang-undang dan menggunakan logika, melainkan dengan akal 
sehat dan nurani.53 Jika kita kaitkan dengan sistem ketatanegaraan 
Indonesia dan kebijakan politik negara, untuk mengetahui batasan 
konstitusionalitas kewenangan presiden khususnya mengenai 
pembentukan UKP4, Satgas Mafia hukum, atau unit kerja Presiden 
lainnya, maka menurut penulis ada 4 (empat) yang menjadi acuan dasar 
pemaknaan konstitusionalitas kebijakan presiden. Yaitu: 
1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan sesuatu 
                                                           
53 Satjipto Rahardjo menggambarkan hukum progresif digunakan untuk mencapai tujuan 
hukum, Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai 
implementasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal 4 
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2. Diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan sesuatu 
3. Tidak diperkenankan/dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk melakukan sesuatu 
4. Tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau 
tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu. 
Pada poin yang pertama, yaitu Presiden diperintahkan untuk 
melakukan sesuatu. Artinya Presiden dalam memegang jabatan 
kekuasaan Negara harus melakukan yang diperintahkan Konstitusi, 
misalnya perintah untuk setiap rancangan undang-undang yang telah 
disepakati bersama dengan DPR sudah harus diundangkan dalam kurun 
waktu 7 (tujuh) hari. 
Poin kedua, yaitu diperkenankan oleh Konstitusi untuk melakukan 
sesuatu. Artinya Presiden mempunyai 2 (dua) pilihan kebijakan dalam 
melakukan sesuatu. Sebagai contoh, salah satu peraturan mengatur 
bahwa “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden 
dapat membentuk sebuah badan pembantu.” Kata “dapat” dalam aturan 
tersebut dapat berimplikasi pada 2 (dua) kebijakan presiden, yaitu 
Presiden membentuk sebuah badan pembantu atau Presiden tidak 
membentuk sebuah badan pembantu dengan pertimbangan bahwa 
mungkin tidak diperlukan sebuah badan baru dikarenakan lembaga 
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negara yang mengurus hal tersebut masih sanggup untuk mengurusi 
pencapaian reformasi birokrasi yang baik misalnya. Berbeda halnya jika 
peraturan tersebut dinyatakan “dalam hal mencapai tujuan reformasi 
birokrasi yang baik presiden membentuk sebuah badan pembantu.” 
Tafsiran tersebut sama tafsirannya dengan penjelasan point pertama. 
Poin ketiga, yaitu Presiden tidak diperkenankan untuk melakukan 
sesuatu menurut Konstitusi. Artinya bahwa Presiden dalam memegang 
kekuasaan pemerintahan tidak diperkenankan/ tidak diperbolehkan 
melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak diperkenankan. Misalnya 
saja, dalam sebuah aturan dinyatakan “presiden dilarang melakukan 
pelanggaran hukum tindak pidana berat.” Peraturan tersebut secara 
langsung memberikan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang 
presiden. 
Poin keempat, yaitu Tidak ada ketentuan sama sekali apakah 
diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu. 
Artinya dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 
presiden dapat saja melakukan/membuat kebijakan yang belum diatur 
oleh peraturan yang berlaku. Misalnya saja, presiden membentuk  sebuah 
badan khusus untuk menyelidiki sebuah kasus, di dalam peraturan 
perundang-undangan sama sekali tidak ada yang mengatur hal tersebut 
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atau dengan kata lain tidak ada ketentuan yang melarang untuk 
pembentukan badan khusus tersebut tersebut. 
Dalam kajian yang lebih mendalam, penulis mengklasifikasikan 
bahwa secara aturan (teks tertulis) dalam undang-undang dasar, 
pembentukan UKP4 masuk dalam poin keempat dan secara tertulis dapat 
saja pembentukan tersebut adalah konstitusional dikarenakan undang-
undang dasar tidak pernah memerintahkan untuk membentuk dan tidak 
pernah juga melarang untuk membentuk sebuah unit kerja presiden 
Namun tidak serta merta karena kita (Indonesia) menganut 
“supreme konstitusi,”  segala sesuatu yang Presiden lakukan jika tidak 
dilarang oleh konstitusi adalah konstitusional, apalagi dalam tataran 
pemaknaan pemegang kekuasaan pemerintahan.  Perlu dipahami bahwa 
kita menganut bahwa “supreme konstitusi” dan paham “demokrasi,” oleh 
Janefri M. Gaffar disebut sebagai negara Demokrasi konsitusional. Artinya 
bukan semata-mata supreme konstitusi yang kita gunakan. 
Kacamata demokrasi konstitusional inilah, menurut penulis bisa 
dijadikan dasar untuk mengetahui konstitusional atau inkonstitusionalnya 
Presiden dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pembentukan 
unit kerja presiden, serta untuk mengetahui batasan kewenangan 
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presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam bidang 
ketatanegaraan Indonesia. 
Demokrasi pada dasarnya adalah paham yang kedaulatan tertinggi 
ada pada rakyat. Jadi setiap kebijakan baik itu berupa produk peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai/ harus 
sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan 
rakyatnya. Pembentukan UKP4 secara aturan main dalam konstitusi 
merupakan sah-sah saja, karena konstitusi juga tidak pernah melarang 
untuk dibentuknya unit kerja tersebut. Namun kita harus melihat nila-nilai 
demokrasi sesuai prinsip yang kita anut adalah demokrasi konstitusional. 
Dalam kaitannya dengan pembentukan UKP4 penulis melihat 
masalah mengenai unit ini. Yang pertama, dari segi fungsi dan tujuan 
pembentukan unit ini. Adanya pembentukan ini disadari penuh adanya 
tumpang-tindih kewenangan dengan lembaga lain. Misalnya saja, 
kewenangan Sekretaris Kabinet, saat ini juga dilakukan oleh UKP4 untuk 
melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri Negara. Sebagai contoh 
adanya “rapor merah” bagi para menteri dan lain sebagainya. Dalam 
tataran reformasi birokrasi, harusnya lembaga kepresidenan sebagai 
cerminan perwujudan sistem reformasi birokrasi dapat memainkan peran 
sebagai lembaga yang mempunyai sistem birokrasi yang baik, 
mempunyai struktur “ramping” namun kaya akan fungsi. Pembentukan 
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UKP4 hanya akan “menggemukkan” struktur kelembagaan presiden 
dengan fungsi antar lembaga yang saling tumpang-tindih.  
Kemudian yang kedua, keinginan rakyat adalah hidup sejahtera, 
pemerintah harus mampu memberikan fasilitas yang baik buat rakyatnya. 
Jika kita lihat pembentukan UKP4 atau lembagai lainnya yang telah 
mempunyai kewenangan, fungsi dan tugas yang tumpang-tindih seperti 
yang dijelaskan di atas, maka pembentukan lembaga tersebut akan “sia-
sia,” dan anggaran pembiayaan merupakan hal pemborosan bagi 
penyelenggaraan Negara, anggaran pemerintah dapat dialokasikan untuk 
kebutuhan lainnya dalam rangka pemenuhan kesejahteraan rakyat. 
Dengan alasan itulah, menurut penulis Presiden dalam membentuk 
UKP4 adalah inkonstitusional, karena secara “the moral reading of the 
law” hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan rakyat. jadi, batasan 
kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan  menurut UUD 1945, 
adalah nafas UUD 1945 itu sendiri yang menganut demokrasi 
konstitusional, yang mana “supremasi konstitusional” dilakukan dengan 
menyelaraskan keinginan rakyat sebagai pemegang kekuasaan rakyat 
dalam mencapai cita hukum dan cita Negara yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945. 
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Kebijakan presiden dalam melakukan kebijakan Negara dengan 
pembentukan unit kerja presiden, menurut penulis tidak ada 
permasalahan (konstitusional), yang penting itu sejalan dengan keinginan 
rakyat dalam artian untuk mencapai tujuan negara, namun jika 
pembentukan unit kerja tersebut hanya sebagai uforia pemegang 
kekuasaan pemerintahan belaka dengan membentuk lembaga/ badan 
baru dengan tumpang-tindih kewenangan antar lembaga/badan lainnya, 
maka perbuatan tersebut merupakan kebijakan presiden yang 
inkonstitusional. 
B. Hubungan Kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara. 
Pascakejatuhan rezim Soeharto, tuntutan terhadap penataan dan 
pembaharuan sistem ketatanegaran semakin menguat. Tatanan politik 
dan struktur ketatanegaraan dimasa lalu terbukti telah meruntuhkan 
sendi-sendi bernegara secara demokrasi dan gagal mewujudkan 
pemerintahan yang bersih.54 tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945 
menjadi hal yang sangat diinginkan oleh bangsa Indonesia, hasil dari 
pergolakan reformasi, maka UUD 1945 berhasil diamandemen dengan 
menggunakan 4 tahap amandemen yang pertama pada tahun 199, kedua 
2000, ketiga 2001, dan keempat pada tahun 2002. 
                                                           
54 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 
(Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) bekerjasama degan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, 2005), hal 113 
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Amandemen I-IV UUD 1945 telah menyebabkan berubahnya 
sistem ketatanegaraan yang berlaku, meliputi jenis dan jumlah lembaga 
Negara, sistem pemerintahan, sistem peradilan, dan sistem perwakilan. 
Pada sisi lain paradigm perubahan UUD mencoba diletakkan dalam 
kerangka prinsip checks and balances sehingga memungkinkan 
terjadinya saling kontrol antara satu cabang kekuasaan dan cabang 
kekuasaan yang lain.55 
Salah satu konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang begitu kompleks adalah kedudukan Preside dan Wakil 
Presiden yang begitu kuat. Jika dahulu kita kembali mengingat sejarah 
ketatanegaraan Indonesia yang mana Presidennya dapat saja 
diberhentikan oleh parlemen dengan sangat mudah, saat ini menurut Andi 
Irman Putra Sidin, se”diktator” apa pun presiden menjalankan kekuasaan 
pemerintahannya, presiden hanya bisa jatuh ketika dia diduga melakukan 
pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, 
penyuapan, ataupun perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai presiden/wakil presiden.56 
                                                           
55 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 
(Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) bekerjasama degan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, 2005), hal 114 
56 Ed: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun 
yang ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh-Memahamin Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal 244. 
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Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa, presiden 
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, digunakan presiden untuk 
melakukan kekuasaan yang begitu besar, sehingga menurut penulis saat 
ini praktik ketatanegaraan di wilayah eksekutif sudah menjadi “kekuasaan 
tak terbatas” bukan lagi kekuasaan presiden “tidak tak terbatas”. Apalagi 
dengan adanya koalisi partai untuk mengusung Presiden dan/atau Wakil 
Presiden secara politik juga berpengaruh terhadap perjanjian politik yang 
dalam penyelenggaraaan pemerintahan sampai periode berakhir. Dengan 
begitu juga, jumlah suara diparlemen yang sejalan dengan presiden 
begitu besar, jadi fungsi kontrol yang dimiliki oleh lembaga legislatif yang 
lazim di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat, hanyalah peraturan 
tertulis semata dikarenakan sebagian anggota DPR merupakan “kolega” 
presiden. Sehingga apapun yang dilakukan presiden, se”diktator” apapun 
Presiden, tetap saja Presiden aman dikursi kepresidenannya. Jika kita 
tidak berbenah, maka tidak ada bedanya presidensial yang kita anut hari 
ini, dalam prakteknya sama saja dengan kita kembali di zaman dulu yang 
memakai sistem kerajaan, yang mana dalam nafas demokrasi harusnya 
kita meninggalkan sistem tersebut dan beralih kekedaulatan rakyat bukan 
kedaulatan raja. 
Terlepas dari konstitusionalitas pembentukan sebuah unit kerja 
presiden, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebuah badan 
pasti mempunyai hubungan-hubungan kelembagaan dengan lembaga 
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lain. Dalam kaitannya dengan ini,  penulis akan mengkaji hubungan UKP4 
dan perangkat turunannya yaitu Satgas Mafia Hukum dengan lembaga-
lembaga terkait dengannya. Pembentukan UKP4 berdasar pada 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan. 
UKP4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden.  Dalam menjalankan tugasnya, UKP-PPP bekerjasama dengan 
Wakil Presiden dan berkoordinasi dengan-serta memperoleh informasi 
dan dukungan teknis dari-kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda), serta pihak lain yang 
terkait.57 Dengan penjabaran: 
f. Pengawasan, yakni mengawal konsistensi-sinkronisasi 
progam/proyek yang masuk Prioritas Nasional dengan memantau 
dan memfasilitasi koordinasi lintassektoral dan lintaswilayah. 
Dalam konteks pengawasan ini, UKP-PPP bekerja sama dengan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam 
Negeri: 
11. Reformasi birokrasi dan tata-kelola 
12. Pendidikan 
                                                           
57  Lih http://www.ukp.go.id/profil, diakses pada 21 Juni 2013. 
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13. Kesehatan 
14. Penanggulangan kemiskinan 
15. Ketahanan pangan 
16. Infrastruktur 
17. Iklim investasi dan iklim usaha 
18. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 
19. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta 
20.  Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 
 
g. Debottlenecking, yakni melakukan analisis, koordinasi, dan 
fasilitasi untuk mengurai masalah dalam implementasi. 
h. Kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi 
menghambat atau berpeluang mempercepat proses tata-kelola 
pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada Presiden atau Wakil 
Presiden untuk menyikapinya. 
i. Pengoperasian ruang kendali-operasi (situation room) Presiden 
di Bina Graha untuk mendukung pengambilan keputusan strategis 
j. Penugasan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden untuk 
menyelesaikan dan/atau memberikan saran atas langkah-langkah 
yang harus diambil dalam waktu cepat. 
Tugas dari UKP4 adalah membantu Presiden dalam melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai 
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sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.Prioritas 
pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh 
Presiden, meliputi bidang : 
f. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional; 
g. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan perbaikan pelayanan umum; 
h. perbaikan iklim usaha dan investasi; 
i. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) strategis; 
j. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden. 
Kemudian UKP4 berfungsi membantu Presiden dalam menjabarkan 
kebijakan pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah; 
menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program 
Pemerintah; melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan 
langkah untuk memperlancar pelaksanaan program; membantu Presiden 
dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, 
pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program 
pembangunan; membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam 
pelaksanaan program Pemerintah serta cara mengatasinya; menampung 
saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa 
atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah dan membantu untuk 
mengatasinya; melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden. 
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Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya UKP4 berwenang 
untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, 
keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian pembangunan;  melaksanakan koordinasi dengan Menteri 
dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan  
pengawasan dan pengendalian pembangunan; mendapatkan informasi 
dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan 
pihak lain yang terkait. 
Mengenai hubunga UKP4, selain hubungan dengan Wakil Presiden 
dan kementerian lainnya penyangkut tugas dari UKP4, UKP4 juga 
mempunyai hubungan dengan Sekretaris Kabinet dan Menteri 
Koordinator. Namun, hubungan ini ternya merupakan hubungan yang 
dapat berpotensi untuk terjadinya konflik di lembaga kepresidenan. 
Misalnya saja, sekretaris cabinet bukan satu-satunya lembaga yang 
melakukan fungsi manajemen kabinet. Fungsi serupa juga diperankan 
oleh Menko dan UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan).58 Setkab melakukan fungsi antara lain 
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, 
                                                           
58 Naswar. Harmonisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet dengan Satuan Kerja Terkait 
Lainnya, disampaikan pada Diskusi Publik tentang Harmonisasi Tugas dan Fungsi Sekretarian RI 
dengan Satuan Kerja Terkait Lainnya, dilaksanakan atas Kerjasama Sekretariat Kabinet dan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 Juni 2013. Slide 10 
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hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. menko 
melakukan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidangnnya 
(Polhukkam, perekonomian dan kesra). Begitu juga dengan UKP4 yang 
melakukan fungi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 
program (prioritas) pemerintah termasuk di bidang poltik, hukum, 
perekonomian, dan kesra.59 
tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara 
lembaga dan aktivitasnya. Berdasarkan program reformasi birokrasi, 
harusnya sebuah lembaga kepresidenan mempunyai sedikit badan 
namun kaya akan fungsi. Yang terlihat dari pembentukan beberapa bada 
seperti UKP4 bahkan berpotensi adanya konflik-konflik dalam tubuh 
lembaga kepresidenan itu sendiri, apalagi kedudukan UKP4 sederajat 
dengan Kementerian yang keduanya mempunyai tugas yang hampir 
seluruhnya sudah ada dalam kementerian yang merupakan satu lembaga, 
yaitu lembaga kepresidenan. 
Kemudian UKP4 mempunyai satuan tugas. Satuan tugas yang 
akan dikaji oleh penulis adalah satuan Tugas Pemberantasan Mafia 
Hukum (Satgas Mafia Hukum). Berdasarkan Keppres No. 37 tahun 2009 
tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas Mafia 
                                                           
59 Ibid. slid 11-12 
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hukum bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui UKP4.60 
Tugas dan fungsi tugas Satgas Mafia Hukum adalah melakukan 
koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan 
mafia hukum berjalan efektif.61 Dalam menjalankan tugas satgas 
berwenang: 
a. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, Polri, 
Kompolnas, Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisi 
Transaksi Keuangan. Organisasi professional Advokat, PPAT, 
Lembaga Negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia 
hukum. 
b. Melakukan penelaah dan penelitian serta hal-hal lain yang 
dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang 
diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun 
instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta pihak-pihak 
lain yang dianggap perlu. 
                                                           
60 Point kedua Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum 
61 Point ketiga eputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum  
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Menilik tugas satgas yaitu melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi 
dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan 
efektif, tugas dan wewenang tersebut sangatlah besar, bagaimana Satgas 
ini melakukan koordinasi, melakukan evaluasi, koreksi bahkan 
pemantauan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika kita melihat 
tugas yang diberikan presiden kepada satgas pemberantasan mafia 
hukum, tugas tersebut hampir sama dengan tugas dan wewenang yang 
dimiliki oleh badan hukum lain yang dikategorikan lembaga penegakan 
hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. kemudian, mafia 
hukum juga dinilai tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan 
lembaga-lembaga pengawasan yang ada saat ini seperti kompolnas. 
Dalam upaya pemberantasan mafia hukum, bisa saja terjadi 
sengketa kewenangan dengan berbagai lembaga tersebut. Jika kita lihat 
satgas memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan lembaga 
lainnya. Menurut penulis, jika melakukan koordinasi merupakan hal yang 
sangat baik, namun jika melakukan pemantauan evaluasi, koreksi 
terhadap sebuah lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, menurut 
penulis bukanlah sebuah tugas yang baik. Dalam artian kita sudah punya 
KPK yang mempunyai kewenangan supervisi, sebagai lembaga yang 
secara fungsional bersifat independen. Sedangkan jika kita bandingkan 
dengan satgas mafia hukum yang merupakan badan bentukan Lembaga 
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Kepresidenan, satgas mafia hukum pasti tidak dapat terlepas dari 
kekuasaan Presiden dan mungkin saja penyelewenangan penegakan 
hukum di wilayah eksekutif malah ditutup-tutupi. Seperti yang 
dikemukakan oleh Bambang Soesatyo bahwa,  
Saya contohkan keterlibatan kasus hukum perusahaan DMP yang 
melibatkan ring satu Istana. Apa pernah diungkap? Pernah nggak 
diungkap saat Denny Indrayana ke Kalimantan soal mafia hutan, 
pernah nggak diungkap? Pernah nggak diungkap adanya mafia 
pertambangan? Nggak ada. Padahal disana banyak melibatkan 
kepentingan-kepentingan ring satu (Istana), 
Bahkan jika kita melihat kinerja satgas mafia hukum, satgas mafia 
tersebut sempat melakukan pemeriksaan terhadap lembaga KPK dengan 
dugaan adanya mafia hukum di KPK. Hal tersebut bukanlah merupakan 
kegiatan organisasi yang etis. Bagaimana jika satgas mafia hukum 
digunakan sebagai alat yang menghambat KPK dalam memberantas 
korupsi dilingkaran “istana” yang notabennya satgas merupakan bentukan 
dari lembaga kepresidenan. 
Hubungan kelembagaan ini memang ada dan tujuan kelembagaan 
satgas mafia hukum memang benar, namun pembentukannya tidak 
memperhatikan tugas dan kewenangan lembaga lainnya yang sudah lebih 
dulu terbentuk (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian). sehingga 
keberadaannya bisa menjadi ancaman besar bagi penegakan mafia 
hukum karena berada dibawah tekanan eksekutif deongan presiden 
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sebagai pengendali badan ini, kemudian deongan adanya kewenangan 
yang tumpang tindih sangat berpotensi terjadnya konflik antar-lembaga 


















1. Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
bukanlah kekuasaan tak terbatas. Melainkan mempunyai kaidah-
kaidah penuntun dalam membuat kebijakan terkhusus mengenai 
pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus 
sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (demokrasi konstitusional). 
2. Hubungan kelembagaan antara UKP4 deongan Kementerian Negara, 
Sekretariat Kabinet maupu antara Satuan Tugas Pemberantasan 
Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, 
Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya 
tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan 
pemerintah dan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya 




1. Pada amandemen berikutnya, sebaiknya batasan kewenangan 
presiden dinyatakan secara jelas/konkret, sehingga makna demokrasi 
yang utuh dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. 
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2. Dalam rangka membentuk sistem reformasi birokrasi yang baik, UKP4 
sebaiknya dilebur saja dengan Sekretariat Kabinet, sehingga 
“merampingkan” struktur kelembagaan kepresidenan, lagipula 
kewenangan UKP4 sebenarnya sudah merupakan kewenangan 
Sekretariat Kabinet, sehingga menjadi hal yang sia-sia pembentukan 
tersebut. Kemudian pembentukan lembaga bukanlah sebuah solusi, 
yang sebaiknya dilakukan adalah merekonstruksi kembali lembaga-
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